BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR AL TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH DI PUSKESMAS

Menimbang

Mengingat

BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PONOROGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan
pengakuan terhadap penentuan status pribadi Penduduk
dan/atau Warga Negara Indonesia;

bahwa pemeriksaan golongan darah pada identitas penduduk
sangat penting kegunaannya selain sebagai pelengkap
identitas pribadi juga sangat penting dalam membantu
mencegah resiko kesehatan, dalam keadaan darurat dan lain
sebagainya;

bahwa dalam rangka melengkapi data identitas penduduk
maka pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memberikan
pelayanan pemeriksaan golongan darah gratis kepada
masyarakat kabupaten ponorogo;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pemeriksaan
Golongan Darah Di Puskesmas Bagi Masyarakat Kabupaten
Ponorogo;

* 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965



Menetapkan

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang

Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang

2



Menetapkan

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat;

. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang

Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA
PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang
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BAB V
PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan golongan darah ini
dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo;

Pasal 8

Dalam kegiatan pemeriksaan golongan darah di Puskesmas, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban, yaitu :

a. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
golongan darah di Puskesmas;

b. mengadakan pembinaan teknis operasional atas pelaksanaan kegiatan
pemeriksaan golongan darah di Puskesmas;

c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Ponorogo;

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal ¢ 1 APR 701§

‘( BUPATI PONOROGO,

Diundangkan di Ponom%%OI s( H. IPONG MUCHLISSONI

Pada tanggal .. "'(/"' ........

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

f"—_“_‘% —

AGUS PRAMONO



